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PENAGIHAH PAJAX DAERAH DAN REIRIBUSI
DAERAR DENGAN SURAT PAKSA

DENGAR BAHMAT TGHANK YANG MAEA ISA
BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG ¢ Bahwe dalam rangka Intensifikasi pemaeukan pajak / retridbusi
| Daerah, serta guoa neningkatkan kesadaran para wajid pajak/
retribusi dalaa meaenuhi kewajiban pembayaran pajak / retri~
busl yang dikenakan padanya, dipandang periu mengatur cara
penagihan pajak / retribusi Daerah dengan Surat Fuksa yang
ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah,

MINGINGAT ! 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 3
2. tndang-Undang Nomor 12 tahun 1954 3

. 5+ Uhdaag-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 3

. 4. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun I957 3
' 5, Undang-Undang Nomor I9 tahun 1959,

Deogan persetujuan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Daerah ®ingkat II
Picitan;

MEMUTHSKAN

mafnu $ PERATURAN DAERAH Eabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ten-
tang Penagihan Pajak Daerah dan retribusi
Daerah dengan Surat Paksa.

BAB I
KETENTUAM TUMDM -
‘ Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah Inl yang dimaksud dengan Istilah { -

a2, Daerah Tingkat IJ, laiah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacltan }

bs Kepaia Daerah ,  lalah Bupatl Kepala Daerah Tingkat II Jueitan

co Surat laksa , iaiah surat-yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk =

- menaglh secara paksa kepada wajid pajak Daerah dan wa-
'5ib retribusi yang meiaiaikan kewa jibannya untuk memba-
yar pajak atau retridusi Daerah dengan ancaman pengena-
an manksl hukum untuk memenuhl kewajibannya



do Juru eite, laish pegaval yang ditunjuk oleh Xapala Daerah untuk melaksanakan

- - Surat Paksa : . .

e, Wajib pajak/retribusi, lalah seorang atau Badan ;rang bertanggung Jawab atas
~ pembayaran pajak Daerah / retribusl Daerah }

. Sanks.l. lalah seaeorang yang dapat dipercaya nengenal sesoatu hal yang la 11

o hat alami sendiri,

. BAB 11
' KETENTUAN SURAT PERINGATAN DAN SURAT TEGURAR

Fasal 2

”

(1) ¥ajib pajak/retribusi Daerah yang tidak nembayar pajak/retribusi Daerah te-
pat pada vaktunya diberi surat peringatan oleh Nepala Daerah atau pegawal
yang ditunjok olehnya untuk membayar kepada yang berwenang menerimanya da-
lam batas waktu selama-lamanya sepuiuh'har\i sebanyak uvang tunggakan dan tam
'bahan-tambahannya yang diharuskan nenurat peraturan yang berlaku termasuk -
blaya peringatan |

‘ (2) Apabiia dalam datas waktu yang telah ditetapkan eebagaimana dimakaud pada

syat (1) pasal ini, wajid pajak/retribusi Daerah beiua mesbayar Iwmas uang
yang nenjadl tunggakannyam kepada wajib pajak/retribusi Daerah diberl surat
teguran dalam batas waktu 10 (sepuiuh) hari untuk membayar iunas seiuruh -
vang tunggakan dan tambahan-tambahannya nenurut peraturan perundangan Yang
beriaku termasuk b.laya per.lngatan dan teguran H

(5) Apablia didalam batas waktu yang d.ltentukan dalam surat tegurun a.lpenunggak
tidak membayar eepenuhnya jnmlah uang yang menjadi tunggakannya sepertl ter
sebut dalam surat teguran maka Nepala Daerah atau pejabat yang d.ltmjuk da=-
pat menge.luarkan Surat Paksa. '

| BAB III.
PENAGINAN DRNGAK SURAT PANSA

Tasai 3

Surat Paksa dibuat dan dijalankan dengan mengingat pasal 30 sampal dengan pasal
57 Undang=Undang Komor 11 Drt tahun 1957 dan pasal 22 sampal dengan pasal 29 -
Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1937 dengan sagala perubahannya dan dengan mem
perlakukan secara mutandle ketentnan-ketentuan dalam Uhdang-Undang Nomor 19 ta=-
hun 1959.

lagal 4

(1) Dengan t.ldak mengurangl ketentuan dimzksud dalam pasal 57 Undang-Undang Kow
mor 11 tahun 1957 dan pasal 29 Undang-Undang Kemer 12 Drt tahun 1937, sipe-
nunggak pajak/retribusi Daerah, sel:in diwajidkan membayar tunggakan dan-
tanbahan-tambahan sebagiimena dimaksud aS1f™ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dae
rah Ini diwajibkan pula membayar ongkos-ongkos juru sita menurut tarip yang

berlaku bagl juru sita Regerl



-3 -

(2) Ongkoa Juru elta d.lm Xsud pada ayat (1) paeai ini merupakan hak pribadi Juru
eita yang menja.lankan eurat paksa yang bersangkutan. .

- . (5)31&3’& Juru sita dimaksad pada ayat (2) pasai ini terdiri dari 3
P | 2e Ongkos tulls gona membuat aa.unan Surat Paksa ditetapkan sebesar Bpy2%0,~
(dm ratua {ima puiuh rup.lah) P

b. B.laya mmyampaikan secara resmi Surat Pakaa d.ltetapkan aebeaar Rpe500, 00-
(e ratus rupiah) '

" ¢e Ongkos tulls membuat berlta acara d.ltetapkan sebesar Bp.250 00 (dua ratus
" 1ima puiuh rup.lah) 3 :

d. Ongkos Jalan bagl Jjuru sita aebagai berikut 3

- dalaa Daerah Tingkat 1I, sebesar Bp,. 500.00 (na-ntna miah) ;
- keiuar Daerah Tingkat II. ubeaar Bp, 1.000.00 (seribu rOpiah).

i . (4) Daiaa hai menja.lankan Perintah Penyitaan, maka blaya Juru sita yang menjadi
i hak pribadi Jura Sita dan dua orang saksi terdiri dari s !

a, Semua blaya=blaya yang tercantun pada ayat (5) pasai in.l 3

be Semua blaya penyitaan sebesar Bpe1.600,00 (seribu delapan ratus rupiah)

c, Semua blaya dua orang saksi ditetapkan aebeaar Rp.500 00 (iima ratus rupi
ﬂh)o ' o '

\P.aaaih. 5 C .

':' (1) Basii pemagihan tunggikan pajak Daerah retribusi Daerah yang dengan Surat-
| - Paksa yang harue dimasukkan di Xas Daerah, yang dapat diperinel sebagal beri
Yut 3 : :

1 a, 'I'mggakan pokok pajak |
' be Denda sepanjang hak itu d.latur dalam Peratuxan yang bersangkutan g
¢ e, Blaya peringatan §
de Blaya teguran .
e, Rlaya penyusunan Surat Paksa,

(2) Yengenai hasii penagihan tﬁaha retribusi Daerah dengan Surat Paksa yang
harus masnk Kaa Daerah, dapat diperinei aebagai berikut 3

ae 'I'ungpkan pokok retribusi Daerah dan tambahannya Jika ada menurut peratur
an-peraturan yang beraangkutan l '

b. Biaya per.lngatan |

es Blaya teguran

ds Blaya penyuaunan' Surat Pb.kﬁa.

Paaai 6

Daiam hai harua dilakukan penyitaan terhadap barang-barang mink wajib pajak/re-
tribusd Daerah yang telah d.luangkan dan harus dibayar ke Xas Daerah .la.lah meil -
puti 3 .

[P



ae Tunggakan pokok pajak/&etrlbusi naerah dan’ tambahannya apabiia hai teraebut
ditetapkan berdasarkan Peraturan yang bereangkutan 3

b. Blaya peringatan’ ditetapkan aebeaar Bp. 100,00 (seratus rupiah) 3

Ceo Biaya teguran ditetapkan sebesar BP. 100,00 (seratus rupiah) 3

'de Blaya penyusunan Surat Taksa ditetapkan aebesar Rp+300,00 (tiga ratus rupi-

ah) 3 -

e, Blaya 1egniisaai ditetapkan sebesar Bp.250, 00 (dua ratus iima puiuh ruple
ah),.

BAB IV
' KE‘I‘BNTUAN PERALIHAN BAN P-U'I'UP

: Ihaai : 7'_

Fai-hal yang belun diatur dafaa Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelak-
sanaannya akan diatur ledlh 1anjut oleh xepaia Daerah berdasarkan Peratuzan =
Perundangan yang beria.ku.

faaai . 8

T

_ _ ~
(1) Peraturan naerah 1n1 disedut Peraturan Daerah Xabupaten naerah Tingkat 1II1-

Pacitan tentang P!nagihan Pajak Daerah dan Retribuai Daerah dengan Surat
Pakaa ] ' .

(2) Peraturan Daerah Ini beriaku ae,jak tanggai diundangkan. L

_ _ _ : . - Pacitan, 11 Nopember 1981
- DEWAN 1ERWAKIIAN RAKYAT DAERAH - o - BUPATI XEPAIA DAERAE TINCKAT II

KABUPATEN DAERAR TINCKAT II PACITAN . PACITAN
Xetua, " ’
Cap.  ttd o  Cap,  tte
H, SOEJITNO . . IvAM EANAFIE

‘Disahkan dengin Xeputusan Guberﬁﬁr Xepala Daerah Tingkat 1
Jawa Tipur tanggal 11 Mel 1982 Noaor 247/F tahun 1982

A,n, CUBERNUR KEPAIA DAERAE TINGKAT 1
o JAWA TIMUR
 ‘Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd

WARS ITO_RASFMAN, MA
NIP.010015749



-'-Dimida-ngka.n diia.m Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II.
Paoltan tahun 1982 Seri C Nomor 15 tanggail 18 Juni 1982,

A.n, BUPATI KEFPALA DAERAH TINGKAT I1




